
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tah un 2004 Nornor 5, Tambahan Lembaran

Negara Rcpublik Indonesia Nornr.r 4355);

tentang2004Tahun1Nomor3. Undang-Undang

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan­

Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nornor 4286);

tentang1950Tahun10Nomor1. Undang-UhdangMengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan -G'uberriur

tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;

.2018;

pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, perlu

menetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran

administrasitertibmewujudkansertaefektivitas

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamm kelancaran, efisiensi dan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

PEDOMANPELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUNANGGARAN2018

72 TAHUN 2017
TENTANG

NOMOR

PERATljRAN GUBERNUR JAWA TENGAH

GUBERNURJAWATENGAH



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Pinjarrian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nornor5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang

Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barangj Jasa Pemerin tah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presideri

Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang



Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun

2003 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan

Ganti Rugi Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2003 Nomor 111);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun

2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 7);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai­

mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pemberian Hibah Dan

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Penciapatan

Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 541);

2l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2010

tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan

Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 86);

22. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sistem

Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 58);



3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur .Jawa Tengah selaku pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam

kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan

hak dan kewajiban daerah terse but.

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

l. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang­

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan pnnslp Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945.

Pasal 1

BAB I

KETENTUAN UMUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2016 Nomor 120);

ProvinsiDaerahPemerintahAkuntansiKebijakan

23. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang



7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung

jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang.

10. Biro/Unit Pelayanan Teknis (UPT)/Unit Pengendali Pendidikan (UPP)/Balai

merupakan bidang unit pada SKPD yang melaksanakan tugas teknis

operasional dan/ atau penunjang tertentu.

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang Juga melaksanakan

pengelolaan keuangan daerah.

12. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat

BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa

Tengah.

13. Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD

adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD

adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa

Tengah.

15. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Disdikbud

adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

16. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut UPPD

adalah Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

17. Satuan Pendidikan Menengah Negeri yang selanjutnya disingkat

Satdikmen Negeri adalah Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan di

lingkungan Provinsi Jawa Tengah

18. Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang selanjutnya disingkat Satdiksus

Negeri adalah Sekolah Luar Biasa di lingkungan Provinsi Jawa Tengah

19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala

daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.



20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai

Bendahara Umum Daerah.

21. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai

bendahara umum daerah.

22. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat

pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas

pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

23. Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah pejabat pemegang

kewenangan penggunaan barang milik daerah.

24. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD

adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas

Bendahara Umum Daerah.

25. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

26. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah pejabat

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PB dalam

melaksanakan penggunaan barang milik daerah.

27. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKom adalah

pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barangj jasa.

28. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK­

SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan

pada SKPD.

29. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK

adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau

beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

30. Pejabat Pengelola Dana Sekolah merupakan pejabat yang mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dana

sekolah

31. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk

menenma, menyrrnpan, menyetorkan, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.



ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam

rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit

kerja SKPD.

36. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk

menenma, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.

37. Manajemen Berbasis Sekolah yang selanjutnya disingkat MBS adalah

adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan,

yang dalam hal ini kepala sekolahjmadrasah dan guru dibantu oleh

komite sekolahjmadrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan.

38. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau

lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang­

undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa

laporan keuangan.

39. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan PAjPB dan oleh karenanya

wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan

untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

40. Unit Kerja adalah bidang dari SKPD yang melaksanakan satu atau

beberapa program.

41. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD

adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang dipimpin

adalah Pejabat fungsional yang35. Bendahara Pengeluaran Pembantu

32. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat fungsional yang

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan

dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit kerja

SKPD.

33. Bendahara Penerimaan PPKD adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk

untuk menenma, rnenyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang bersumber dari

transaksi PPKD.

34. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk

menenma, menyimpari, membayarkan, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam

rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada

SKPD.



oleh Sekretaris Daerah yang mernpunyai tugas menyiapkan serta

melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri Pejabat

Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat

lainnya sesuai kebutuhan.

42. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana

pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

43. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang

selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum

Daerah.

44. Rencana Kerja dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang

selanjutnya disingkat RKA-BLUD adalah dokumen perencanaan dan

penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program

dan kegiatan rumah sakit.

45. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan sekolah.

46. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi

hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan

untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi

kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan

mensejahterakan masyarakat.

47. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang

berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

48. Kegiatan adalah bidang dari program yang dilaksanakan oleh satu atau

lebih unit kerja pada SKPD sebagai bidang dari pencapaian sasaran

terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya

manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut

sebagai rnasukarr/ input untuk menghasilkan keluaran / output dalam

bentuk barang/jasa.



49. Sasaran ztarget adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau

keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

50. Hasily outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

51. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah

dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

52. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening temp at penyimpanan uang

daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh

penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran

daerah pada Bank Jateng.

53. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Umum

Daerah.

54. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Umum

Daerah.

55. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih.

56. Belanja Daerah adalah kewajiban Pernerintah Daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih.

57. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih an tara pendapatan daerah

dan belanja daerah.

58. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang an tara pendapatan daerah

dan belanja daerah.

59. Pembiayaan Daerah adalah semua penenmaan yang perlu dibayar

kembali danl atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya.

60. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPAadalah

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu

periode anggaran.

61. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah

menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari

pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

62. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada

Pemerintah Daerah darr/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai

dengan uang sebagai akibat perjanjian at au akibat lainnya berdasarkan

peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.



63. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah

dan/ atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang

berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau

berdasarkan sebab lainnya yang sah.

64. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan

yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu

tahun anggaran.

65. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis

seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial danl atau manfaat lainnya

sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat.

66. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan

anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara

Umum Daerah.

67. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar

pelaksanaan anggaran oleh PA.

68. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang

memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang

digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh PA.

69. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang

bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk

mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan

kegiatan dalam setiap periode.

70. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

71. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

72. Belanja Bagi Hasil adalah belanja yang digunakan untuk mengganggarkan

dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada

kabupaten/kota.

73. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk

menganggarkan bantuan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi


